
SALINAN

PR E S IDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMTURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2OI7

TENTANG

PENGESAHAN AGRDEMDNT ON THE EffABUSHME]|IT OF TITE RF.GIONAL

SECRETARTAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MIJTUAL
RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROEESSIOJVALS

(PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL
UNTUK PEI.AKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN

TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN)

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBUK INDONESI.A,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dan memantau pergerakan
tenega profesional pariwisata di ASEAN, negara anggota
ASEAN sepakat untuk membentuk Sekretariat Regional
untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga
Profesional Pariwisata ASEAN;

bahwa di Jakarta, Indonesia, pada tanggal
30 Desember 2015 Pemerintah Indonesia telah
menandatangani Agreemenl on the Establishmertt of tle
Regbnal Secretariat for tle Implementatian of tle ASE/UV

Mufual Reagnitbn Anangement on Tourbm Plrolessbnals
(Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional
untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga
Profesional Pariwisata ASEAN), sebagai hasil perundingan
antara wakil delegasi-delegasi negara anggota ASEAN;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOO tentang
Pe{anjian Internasional, perlu mengesahkan persetujuan
tersebut dengan Peraturan presiden;

b.

d. bahwa. . .
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimsn.
dimaksud dalam huruf a, hunrf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
Agreement onthe Establisfunent of the Regional *cretariat
for the Implementation of the ASEAJV Mntual Reagnitbn
Atangement on Tor.rism hofessbnals (Persetujuan
tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk
Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga
Profesional Pariwisata ASEAN) ;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Pedanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
AGREEMENT ON THE ESTABUSHMENT OF THE REGIONAL
SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEA,N

MTJTUAL RECOGN/r,",1ON ARRANGEMENT OIV TOURIST,T

PROFESSIOIVAIS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN
SEKREf,ARIAT REGIONAL UNTUK PEI.AKSANMN
PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA
PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN).

d.

2.

Pasal 1 ...
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Pasal I

Mengesahkan Agreement on the Dstablisfuncnt of tle
Regional *qetariat for the hrplementation of the
ASEAJY lvfutual Recognition Anangem.ent on Tourism
hofessbnals (Persetqiuan tentang pembentukan

Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan pengaturan

Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata
ASEAN) yang telah ditandatangani oleh pemerintah

Indonesia di Jakarta, Indonesia, pada tanegal
3O Desember 2O15.

Salinan naskah asli Agreement on the Estahlishmefi of
the Regbnal Seqetariat for the Implemenfnfion of tle
ASEIW Mufinl Reagnition Anangemerrt on Tourism
Professionals (Persetujuan . tentang Pembentukan
Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan pengaturan

Saling Pengakuan Tenoga profesional pariwisata
ASEAN) dalam bahasa Inggris dan teq'emahannya
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(21

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam trmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESI.A,

ttd.

YASONNA H. I,AOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMEI,TIERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBUK INDONESI,A

Asisten Deputi Bidang Hukum,


